PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. 2pZ /#)/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Menimbang

Mengingat :

a.

BUPATI KUANTAN SINGINGI

bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun,
menetapkan dan  menerapkan Standar Pelayanan dengan
memperhatikan ~ kemampuan  penyelenggara,  kebutuhan
masyarakat, dan kondisi lingkungan;

bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 avat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
bahwa setiap Penyelenggara wajib menyusun, menectapkan, dan
menerapkan Standar Pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Kuantan Singingl tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Perizinan.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 3902, sebapaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomer 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingt dan

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 L

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Mdnnaz.fa
Nomor 390:2); . AL e , R
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10.

Undang-Undang Nemor 14 Tehun 2008 teniang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 4846);

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Permturan Perundang-Undangan [Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
A587) sebapgaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Memor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nemor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Neomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer
114, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indoncsia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nemor S5 2Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618); ol
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Il.

14,

16,

17,

18,

19,

20,

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaho Mikeo
Kecil, dan Menenggah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tombohon Lembaron Megarn Republilk
Induonesia Namaor B619);

. Peraturan  Pemenntnh Nomor 10 Tahun 2021 wentang Pajok

Doaerah  dan  Retribusi Dacrabh  Dalam Rangka Mendukung

Remudahan Berusaho dan Lavanan Dacrah [Lembaran Negora
Republik Indonesin Tohun 2021 Nanor 20, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesin Nomor 6622);

Peraturan . Pemerinteh Nomor 21 Tohun 2021 tentanp

Penyelenpggaraan  Pepotinn Ruang [Lembaran Negarn  Republik
Indonesin Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Nepoarn
Republik Indonesin Nomio O3y,

Peraturan  Pemerintahh  Nomor 28 Tahun 2021  tentang
Penvelenpgegarnon  Bidang  Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambeshan Lembaran
megarn Repubhk Indonesin Nomor 6640);

» Peraturnn . Pemerininh Nomor 29 Tahun 2021 tentang

Penyvelenpparnon Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tohun 2021 Nomor 39, Tambonhen Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomaor 664 1],

Peraturan Pemerintah  Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggarann  Bidang Lalu  Lintas dan  Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2021 Nomor 440,
Tambahan Lembwran Negarn Republik Indonesia Nomor 664 2):
Peraturan Presiden Republik Indonesin Nomor @7 Tahun 2014
tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 221);
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 61);

Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggarann Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahan 2017 Nomor 1956);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Pepanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara Pelayanan F:nzh:tan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Peuam&rmn Modal. iBerim
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

21.

22,

23,

24,

23.

Peraturnn Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

Peraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuanian Singingi
(lLembaran Dacrah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021
Nomor 1);

Persturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Meodal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Bupati Nomor  Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyclenggaraan Pelayanan Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kuantan Singingi;

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Habupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2021 Nomor 635).

MEMUTUSKAN :

Standar  Pelayanan  Publik  Penyelenggaraan  Perizinan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar  Pelayanan  Publik  Penyelenggaraan  Perizinan
sebagaimana dimaksud pada Dikmum KESATU meliputd ruang
lingleup pelayanan perizinan,
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KETIGA

REEMPAT

Standar Pelayvanan Publik Penvelengparann  Perizinan  doelam
Lampiran Keputusan ini wajib - dilaksanakan uleh
penvelenggara  sebagai  acuan  dalam  penilaion  kinerjs
pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Reputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanppal ditetapkan.

Ditetapkan di  Teluk Kuantan
pada tanggal |7 WEEMBER 2021

ANTAN SINGINGI,

nsan disampaikan kepada Yth,
1. Inspektur Kab, Kuantan SingingL.

2. Arsip
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LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kuantan Singing
Nomaor Kpts. 2b2 /™0 2021
Tanggal s\ Dee R 2021

STANDAR PELAYANMAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN

PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Madal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten kuantan Singingi yang memiliki tugas
pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan
kebijakan tcknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan
dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemeriniahan
bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Fintu dan Tenaga
Kerja.

Dalam mendukung tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi telah
diberikan pelimpahan kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati
Kuantan Singingi Nomor Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi.
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